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GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

    NOMOR  24.a TAHUN 2009
TENTANG

KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa memenuhi ketentuan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,dan demi terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyusun Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah. 

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

	
	
	3.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

	
	
	4.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

	
	
	5.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

	
	
	6.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

	
	
	7.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	8.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Keuangan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 200;

	
	
	12.
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan   Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

	
	
	13.
	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

	
	
	14.
	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

	
	
	15.
	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

	
	
	16.
	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah  Kepada Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);k Indonesia Nomor 4577);

	
	
	17.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

	
	
	18.
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

	
	
	19.
	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

	
	
	20.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007;

	
	
	21.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

	
	
	22.
	Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah  Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);

	
	
	23.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34);

	
	
	24.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);

	
	
	25.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);

	
	
	26.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37);

	
	
	27.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38);

	
	
	28.
	Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4).


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan;

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;

4. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Akutansi adalah proses pencatatan, pengukuran pengklasifikasian,penginterpretasian atas hasilnya,serta penyajian laporan;
6. Standar Akutansi pemerintah selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam menyusun dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah;

7. Sistem Akutansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun telkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisian dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah;
8. Kebujakan Akutansi adalah terdiri atas prinsip-                     prinsip,  dasar-dasar konvensi-konvensi,  aturan- 

aturan dan praktik-praktik specific yang dipilah olehpemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyusun dan penyajjian laporan keuangan;
9. Entitas pelaporan adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan;

10. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terdiri atas : Sekretariat, Dinas Badan, Kantor, dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II
KETENTUAN PASAL 96

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) yang berupa lampiran-lampirannya yang terdiri dari :
1. Kerangkat konseptual Standar Akuntansi Pemerintah

2. Penyajian Laporan Keuangan

3. Laporan Realisasi Anggaran

4. Laporan Arus Kas

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

6. Akuntansi Pendapatan

7. Akuntansi Belanja

8. Akuntasi Pembiayaan

9. Akuntansi Aset

10. Akuntansi Kewajiban

11. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

12. Konsolidasi
13. Jurnal Standar SKPD

14. Jurnal Standar SKPKD


BAB III


KEBIJAKAN AKUNTANSI

    DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang merupakan satu-kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ini dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR           

Ditetapkan di  Mamuju


pada tanggal  15 Juli 2009         


GUBERNUR SULAWESI BARAT,











 H. ANWAR ADNAN SALEH





Diundangkan di  Mamuju


pada tanggal 15 Juli 2009  


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,





H. MUH. ARSYAD HAFID








